(Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi R. I

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH '

KERJA SAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI
ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Nomor 12 Tahun 2017, tanggal 24 Juli 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No-
mor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian se-
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian, perlu pengaturan tentang kerja
sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Ter-
tinggal, dan Transmigrasi tentang Kerja Sama
Pelaksanaan Transmigrasi antar Pemerintah Dae-
rah;

Mengingat :

1.

Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian {Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3682)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Un-
dang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 ten-
tang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Repub-
lik indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5050); ) :
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten-
tang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambah-
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 ten-
tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Ta-
hun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaima-
na telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrans-
migrasian {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Nomor 5497);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmi-
grasi Repubiik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Tahun 2010-2025 (Berita Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2012 Nomor 706);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kement-
erian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Business News $031723-8-2617

e

|




Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAE-
RAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG
KERJA SAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI AN-
. TAR PEMERINTAH DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dengan:

1. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan -
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan !
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip :
otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip |
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaima-
na dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Nega-

ra Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah gubernur dan
perangkat daerah provinsi sebagai unsur peny-

elenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.

{ 4. Pemerintah daerah kabupaten/kota adalah bupati/ :
walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dae- :

rah Kabupaten/Kota.

5. Kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar
pemerintah daerah adalah perjanjian tertulis yang :
dibuat oleh pemerintah daerah provinsi asal calon
transmigran dengan pemerintah daerah provinsi
tujuan transmigran dan/atau kesepakatan tertulis
yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten/ |
kata asal calon transmigran dengan pemerintah |
daerah kabupaten/kota tujuan transmigran untuk
menyelenggarakan fungsi' pelaksanaan transmi-
grasi secara terintegrasi dalam rangka mencapai :

tujuan bersama.

Dalam- Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dinasi pelaksanaan, serta pengendalian dan pen- |
gawasan urusan pemerintahan di bidang transmi-
grasi. ,

Pengaturan penyelenggaraan transmigrasi adalah
suatu tindakan, kegiatan atau usaha pembentu-
kan landasan hukum sebagai dasar penyeleng- |
garaan dan pelaksanaan transmigrasi yang wajib
dipatuhi oleh penyelenggara dan pelaksana trans- |
migrasi.

Pembinaan penyelenggaraan transmigrasi adalah
suatu tindakan, kegiatan atau usaha untuk me-
ningkatkan kinerja pembangunan transmigrasi.

. Pelaksanaan transmigrasi adalah tindakan, keg-

iatan atau usaha yang dilakukan untuk menca- |
pai tujuan penyelenggaraan transmigrasi melalui
kegiatan perencanaan, pembangunan kawasan |
transmigrasi, serta pengembangan masyarakat |
transmigrasi dan pengembangan kawasan trans-
migrasi ¥

. Pengendalian pelaksanaan transmigrasi adalah |

serangkaian tindakan, kegiatan atau usaha un-
tuk menjamin agar tahapan kegiatan pelaksanaan
transmigrasi sesuai dengan rencana yang ditetap- |
kan untuk mewujudkan pencapaian kinerja pelak-
sanaan transmigrasi.

. Transmigran adalah warga Negara Republik indo-

nesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan
transmigrasi.

3. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budi- |

daya yang memiliki fungsi sebagai permukiman
dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem
pengembangan berupa wilayah pengembangan
transmigrasi atau lokasi permukiman transmigra-
si.

. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang se- |

lanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial |
yang ditetapkan sebagai pengembangan permu-
kiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa :
satuan kawasan pengembangan yang salah satu !
diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pu-
sat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan

| 6. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk se- perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang
cara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan wilayah, :

dan menetap di kawasan transmigrasi vang dise- . 15. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjut-
. lenggarakan oleh Pemerintah. nya disingkat LPT adalah lokasi potensial yang
i 7. Penyelenggaraan transmigrasi adalah proses ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi un-
E tuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang |

perumusan kebijakan, péngaturan, pembinaan, !
persiapan dan perencanaan, pelaksanaan, koor- : sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai
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16.

17.

18.

19.

20.

|21

22.

23.

24.

kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana
tata ruang wilayah.
Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjut-

nya disingkat SKP adalah satu kawasan yang

terdiri atas beberapa satuan permukiman yang
salah satu diantaranya merupakan permukiman
yvang disiapkan menjadi desa utama atau pusat
kawasan perkotaan baru.

Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan
permukiman atau bagian dari satuan permukiman
yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tem-
pat usaha Transmigran.

Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat
SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan
permukiman atau beberapa permukiman sebagai
satu kesatuan dengan daya tampung 300-500
{tiga ratus sampai dengan lima ratus} keluarga.
Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya dis-
ingkat SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa

satu kesatuan permukiman atau beberapa permu-

kiman sebagai satu kesatuan dengan daya tam-
pung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima
ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangu-
nan baru.

Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya
disingkat SP-Pugar adalah bagian dari SKP beru-
pa permukiman penduduk setempat yang dipugar
menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru
dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sam-
pai dengan lima ratus} keluarga.

Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang
selanjutnya disingkat SP-Tempatan- adalah per-
mukiman penduduk setempat dalam deliniasi Ka-
wasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai
SP.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian

yang terdiri atas lebih dari satu satuan peruma-

han yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas
umum, serta mempunyai penunjang kegiatan
fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan
perdesaan.

Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempu-
nyai kegiatan utama pertanian, termasuk penge-
lolaan sumber daya alam dehgan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,
pélayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial,
dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mem-

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

punyai kegiatan utama bukan pertanian dengan
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permu- |

kiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelay-

anan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi. '
Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya dising-
kat KPB adalah bagian dari kawasan transmigrasi |
yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan
berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan.
Permukiman dalam KPB adalah satuan peruma- |
han yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas
umum, serta mempunyai penunjang kegiatan
fungsi lain di KPB.

Pusat Pelayanan Kawasan Transmigrasi yang se-
lanjutnya disingkat PPKT adalah KPB yang ber- |
fungsi untuk melayani kegiatan skala Kawasan
Transmigrasi.

Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi yang |
selanjutnya disingkat PPLT adalah desa utama
yang disiapkan menjadi pusat SKP yang berfungsi |
untuk melayani kegiatan skala SKP.

Masyarakat Transmigrasi adalah Transm|gran
dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai
Transm|gran serta penduduk setempat yang ber-
fempat tinggal di SP-Tempatan,

Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat |
TU adalah jenis Transmigrasi yang dilaksanakan
oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi |
penduduk yang mengalami keterbatasan dalam
mendapatkan peluang kerja dan usaha.
Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selan-
jutnya disingkat TSB adalah jenis Transmigrasi
yang dirancang oleh Pemerintah dan/atau pemer- |
intah daerah dengan mengikutsertakan badan |
usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi pen- '
duduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya
disingkat TSM adalah jenis Transmigrasi yang
merupakan prakasra Transmigran yang bersang-
kutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemer- |
intah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk
yang telah memiliki kemampuan.
Daerah Asal Calon Transmigran yang selanjutnva .
disebut Daerah Asal adalah daerah provinsi dan/
atau daerah kabupaten/kota tempat tinggal calon
Transmigran sebelum pindah ke Kawasan Trans- |
migrasi.

Daerah Tujuan Transmigran yang selanjutnya
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

{1

(2)

ERATURAN PEMERINTAH

disebut Daerah Tujuan adalah daerah provinsi
dan/atau daerah kabupaten/kota yang wilayahn-
ya dibangun dan dikembangkan Kawasan Trans-
migrasi. )
Pemerintah Daerah Provinsi Asal Calon Trans-
migran yang selanjutnya disebut Pemda Provinsi
Asal adalah gubernur dan perangkat pemerintah
daerah provinsi tempat tinggal calon transmigran
sebelum pindah ke kawasan transmigrasi.
Pemerintah Daerah Provinsi Tujuan Transmigrasi
yang selanjutnya disebut Pemda Provinsi Tujuan
adalah gubernur dan perangkat pemerintah dae-
rah provinsi daerah provinsi yang wilayahnya
dibangun dan dikembangkan kawasan transmi-
grasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Asal Calon
Transmigran yang selanjutnya disebut pemda
Kabupaten/Kota Asal adalah bupati/walikota dan
perangkat pemerintah daerah kabupaten/kota
tempat tinggal calon transmigran sebelum pindah
ke kawasan transmigrasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tujuan
Transmigrasi yang selanjutnya disebut pemda Ka-
bupaten/Kota Tujuan adalah bupati/walikota dan
perangkat pemerintah daerah kabupaten/kota
yang wilayahnya dibangun dan dikembangkan
kawasan transmigrasi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut SKPD adalah perangkat pemerintah dae-
rah provinsi dan kabupaten/kota.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pembangunan
desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan

. masyarakat desa, percepatan pembangunan dae-

rah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sébagai pedo-
man yang wajib dipatuhi bagi pemerintah daerah,
Kementerian/Lembaga, dan masyarakat dalam
menyelenggarakan kerja sama pelaksanaan trans-
migrasi antar pemerintah daerah.

Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditujukan untuk memberikan pedoman
bagi pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga,
dan masyarakat dalam kerja sama pelaksanaan
transmigrasi antar pemerintah daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan kerja sama pelak-

sanaan transmigrasi antar pemerintah daerah dalam
Peraturan Menteri ini mencakup:

a.
b.

T@e o oo

(1)

(2)

(3)

(1}

bentuk, subyek, dan obyek perjanjian kerja sama; |
tanggung jawab para pihak dalam perjanjian 5
bekerja sama;

mekanisme pelaksanaan kerja sama;
pembinaan dan pengawasan;
pendanaan;

sanksi;

penyelesaian perselisihan;
ketentuan peralihan; dan

ketentuan penutup.

BAB I
BENTUK, SUBYEK, OBYEK, DAN
DASAR PELAKSAAAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Bentuk Kerja sama
Pasal 4

Kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar

pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk |

perjanjian kerja sama.

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} berupa:

a. perjanjian kerja sama antara pemerintah dae-
rah provinsi tujuan dengan pemerintah daerah
provinsi asal; dan

b. perjanjian kerja sama antara pemerintah dae- |
rah kabupaten/kota tujuan dengan pemerintah :
daerah kabupaten/kota asal.

Perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dapat berupa:

a. perjanjian kerja sama antara pemerintah dae-
rah kabupaten/kota tujuan dengan pemerintah
daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi:
dan

b. perjanjian kerja sama antara pemerintah dae-
rah kabupaten/kota tujuan dengan pemerintah
daerah kabupaten/kota antar provinsi.

Bagian Kedua
Subyek Perjanjian Kerja sama
Pasal b
Para pihak yang menjadi subyek perjanjian kerja
sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
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L (2)

(3)

4)

{2) huruf a adalah:
a. pemerintah daerah provinsi tujuan; dan
b. pemerintah daerah provinsi asal.

Para pihak yang menjadi subyek perjanjian kerja i

sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

{2) huruf badalah:

a. pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan;
dan

b. pemerintah daerah kabupaten/kota asal di
provinsi tujuan.

Para pihak yang menjadi subyek perjanjian kerja

sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3) huruf b adalah:-

a. pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan;
dan

b. pemerintah daerah kabupaten/kota asal di
provinsi asal.

Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1} ayat (2) dan ayat (3), Menteri

bertanggung jawab atas pengaturan, pembinaan,

motivasi, koordinasi, mediasi, advokasi, pelayan-

an, serta pengendaiian dan pengawasan.

Bagian Ketiga
Obyek Perjanjian Kerja sama -
Pasal 6
Obyek perjanjian kerja sama pelaksanaan

transmigrasi antar pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan pilihan di bidang pelaksanaan
transmigrasi. '

[ (1)

(2)

Pasal 7

Obyek perjanjian kerja sama sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 6 bagi perjanjian kerja sama an-

tar pemerintah daerah provinsi sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a. pembinaan dan pengawasan terhadap peny-
elenggaraan urusan pemerintahan di bidang
pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah
daerah kabupaten/kota; dan

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bi-
dang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerin-
tah daerah provinsi.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimak-

sud pada ayat {1) huruf a meliputi:

a. perumusan kebijakan dan regulasi penyeleng-
garaan urusan pemerintahan di bidang pelak-

(3)

(1

(2)

sanaan transmigrasi skala daerah provinsi;

b. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerin-
tahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah
daerah provinsi yang bersangkutan;

c. bimbingan teknis dan supervisi penyelengga-
raan urusan pemerintahan di bidang pelaksa-
naan transmigrasi oleh pemerintah daerah ka-
bupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang
bersangkutan;

d. motivasi dan mediasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang pelaksanaan transmi-
grasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
di wilayah daerah provinsi yang bersangku-
tan; _

e. fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah-
an di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh
pemerintalr daerah kabupaten/kota di wilayah
daerah provinsi yang bersangkutan; dan

f. pengendalian dan pengawasan penyelengga-
raan urusan pemerintahan di bidang pelaksa-
naan transmigrasi oleh pemerintah daerah ka-
bupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang
bersangkutan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang

pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

huruf b meliputi:

a. urusan pelaksanaan transmigrasi yang lo-
kasinya lintas Daerah kabupaten/kota;

b. urusan pelaksanaan transmigrasi yang peng-

- gunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;

¢. urusan pelaksanaan traﬁsmigrasi yang man-
faat atau dampak negatifnya lintas Daerah
kabupaten/kota; dan

d. urusan pelaksanaan transmigrasi yang peng-
gunaan sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.

Pasal 8

Perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi
antar pemerintah provinsi sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 7 dilaksanakan setelah kawasan
transmigrasi ditetapkan oleh Menteri.

Setiap kawasan transmigdrasi sebagaimana dimak-
sud pada ayat {1) dapat dikerja samakan dengan
satu atau lebih pemerintah daerah provinsi asal.
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Pasal 9 -

Obyek perjanjian kerja sama sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 6 bagi perjanijian kerja sama antar
pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi penye-
lenggaraan urusan pemerintahan pilihan di bidang
pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang

pelaksanaan transmigrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. urusan pelaksanaan transmigrasi yang lo-
kasinya dalam Daerah kabupaten/kota;

b. urusan pelaksanaan transmigrasi yang peng-
gunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;’

c. urusan pelaksanaan transmigrasi yang man-
faat atau dampak negatifnya hanya dalam
Daerah kabupaten/kota; dan

d. urusan pelaksanaan transmigrasi yang peng-
gunaan sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/
kota.

Urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan

transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) mencakup tahapan kegiatan:

a. pelaksanaan pembangunan SP dan/atau pem-
bangunan pusat SKP, dan/atau pembangunan
KPB;

b. pelaksanaan fasilitasi perpindahan dan pen-
empatan transmigran; dan

c. pelaksanaan pengembangan SP dan/atau

(3)

dengan satu atau lebih pemerintah daerah kabu-
paten/kota asal.

Jumlah alokasi perpindahan dari setiap kabupat- |
en/kota asal ke setiap SP atau Pusat SKP atau
permukiman dalam KPB sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) paling sedikit 25 (dua puluh lima}
keluarga.

BAB IlI
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 11
Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian

| kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemer-
intah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat {1) sebagai berikut:

a.

pemerintah daerah provinsi tujuan bertanggung
jawab atas penyelenggaraan urusan pemerin-
tahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh

. pemerintah daerah provinsi yang meliputi:

pengembangan pusat SKP dan/atau pengem-

bangan permukiman dalam KPB.

Pasal 10
Perjanjian kerja sama pelaksanaan pelaksanaan

transmigrasi antara pemerintah daerah kabupat- |

en/kota tujuan dengan pemerintah daerah kabu-
paten/kota asal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat {2) dilaksanakan setelah ada:

a. perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigra-

Si antar provinsi; dan .

b. RTSP atau RT Pusat SKP atau RD KPB.

Setiap SP pada RTSP atau setiap Pusat SKP pada
RT Pusat SKP atau setiap permukiman dalam KPB
pada RD KPB sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dapat ikerja samakan oleh pemerintah dae-
rah kabup .ten/kota tujuan yang bersangkutan

1. pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi

* urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan
transmigrasi lingkup daerah provinsi;

2. fasilitasi dan/atau pelaksanaan perencanaan |
Kawasan Transmigrasi;

3. penyediaan data dan informasi rinci obyek
kerja sama yang dilengkapi dengan peta detail
kawasan;

4. mediasi dan fasilitasi kerja sama urusan |
pemerintahan di bidang pelaksanaan transmi-
grasi antar pemerintah daerah kabupaten/kbta
di wilayah provinsi yang bersangkutan;

§. bimbingan teknis dan supervisi penyelengga-
raan urusan pemerintahan di bidang pelaksa-
naan transmigrasi dleh pemerintah daerah ka-
bupaten/kota di wilayah daerah provinsi yang
bersangkutan;

6. pengendalian dan pengawasan terhadap pros-
es penyelenggaraan urusan pemerintahan di
bidang pelaksanaan transmigrasi yang dikerja |
samakan oleh pemerintah daerah kabupaten/
kota di wilayah daerah provinsi yang bersang-
kutan;

7. fasilitasi pelatihan penduduk setempat yang
memperoleh perlakuaan sebagai transmigran
di kawasan transmigrasi yang menjadi obyek
kerja sama;

8. fasilitasi' penataan penduduk setempat di Ka-
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wasan transmigrasi yang menjadi obyek per- |

janjian kerja sama;

9. fasilitasi proses perpindahan dan penempatan
transmigran di kawasan transmigrasi yang
yang menjadi obyek perjanjian kerja sama;
dan

10. fasilitasi pengembangan masyarakat dan ka-
wasan transmigrasi yang menjadi obyek per-
janjian kerja samameliputi pengembangan
ekonomi, - sosial budaya, spiritual,
kelembagaan pemerintahan, dan pengeloaan
sumberdaya alam.

pemerintah daerah provinsi asal bertanggung jaw-

mental

ab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di-

bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah

daerah provinsi yang meliputi:

1. pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi
urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan
transmigrasi lingkup provinsi;

2. fasilitasi dan/atau pengaturan perencanaan
perpindahan transmigran dari wilayah provinsi
yang bersangkutan;

3. penyediaan data dan informasi rinci potensi
perpindahan transmigran dari daerah kabupat- |
en/kota wilayah provinsi yang bersangkutan |

dilengkapi dengan struktur kependudukan,
kompetensi, dan latar belakang sosial budaya;

4. penetapan alokasi jumlah transmigran dan
SP atau Pusat SKP atau permukiman dalam
KPB yang akan dikerja samakan oleh pemerin-
tah daerah kabupaten/kota di wilayah daerah
provinsi yang bersangkutan;

5. mediasi dan fasilitasi kerja sama pelaksanaan
transmigrasi antar pemerintah daerah kabu-
paten/kota di wilayah daerah provinsi yang
bersangkutan;

6. pengendalian dan pengawasan terhadap pros-
es penyelenggaraan urusan pemerintahan di
bidang pelaksanaan transmigrasi oleh pemer-
intah daerah kabupaten/kota di wilayah dae-
rah provinsi yang bersnagkutan;

7. fasilitasi pelatihan calon transmigran yang
akan menjadi obyek kerja sama;

8. fasilitasi penyiapan calon transmigran serta
pelaksanaan perpindahan dan penempatan
transmigran; dan

9. fasilitasi, mediasi, dan koordinasi pelaksa-

naan pemantauan perkembang n dan pembe-

rian bantuan yang disepakati dalam perjanjian
kerja sama untuk pengembangan masyarakat
dan kawasan transmigrasi.

Pasal 12
Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian

kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerin-
tah 'daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:

| a.

pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan ber-

tanggung jawab atas penyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi
oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan

yang meliputi: 3

1. pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi
urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan
transmigrasi lingkup daerah kabupaten/kota;

2. pelaksanaan perencanaan Kawasan Transmi-
grasi;

3. penyediaan data dan informasi rinci obyek
kerja sama yang dilengkapi dengan dokumen
perencanaan;

4. pembangunan fisik kawasan transmigrasi dan
SP yang dikerja samakan;

5. penataan persebaran penduduk di kawasan
transmigrasi. dan SP yang dikerja samakan
yang mencakup:

1) penataan penduduk setempat di kawasan
transmigrasi dan SP yang dikerja samakan;
2) fasilitasi perpindahan dan penempatan

transmigran di kawasan transmigrasi dan |

SP yang dikerja samakan; dan

3) pengembangan masyarakat dan kawasan |

transmigrasi yang dikerja samakan.
pemerintah daerah kabupaten/kota asal bertang-
gung jawab atas penyelenggaraan urusan pemer-
intahan di bidang pelaksanaan transmigrasi oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan yang
meliputi: i
1. pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi
urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan
transmigrasi tingkup daerah kabupaten/kota;
2. pelayanan informasi;
pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
4. pelayanan pendidikan dan pelatihan calon
transmigran;
5. penetapan calon transmigran menjadi trans-
migran;

w



. PENGUMUMA

6. pelayanan perpindahan; dan ‘

7. pemantauvan perkembangan dan pemberian
bantuan yang disepakati dalam perjanjian
kerja sama untuk pengembangan masyarakat
dan kawasan transmigrasi yang dikerjasamak-
an.

Pasal 13
Tanggung jawab para pihak dalam kerja sama

pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12
| dituangkan dalam bentuk matrik sebagai lampiran
| yang tidak terpisahkan dengan naskah perjanjian kerja
| sama.

(m

{2)

(2)

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi antar
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 14
Kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemer-
intah daerah provinsi dapat diprakarsai oleh:
a. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
b. pemerintah daerah provinsi.
Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Di-
rektur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi
kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemer-
intah daerah pada Kementerian Desa, Pembangu-
nan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat
memprakarsai kerja sama untuk kepentingan ter-
tentu skala nasional.

Pasal 15

Pihak yang memprakarsai kerja sama sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 14 dapat menyampai-
kan rencana kerja sama secara tertulis kepada
pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah
daerah kabupaten/kota mengenai obyek perjan-
jian kerja sama.

Dalam proses penyampaian prakarsa kerja sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur
Jenderal yang menyelenggarakan fungsi kerja
sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah
daerah pada Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan
mediasi persiapan kerja sama.

{3) Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud

4 |

PERATLIRAN PE

(4)

(1

(2

(1)

(2)

MERINTAH

“pada avyat (1) sepakat untuk bekerja sama dalam

pelaksanaan transmigrasi, rencana kerja sama

ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan

perjanjian kerja sama.

Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam pokok-

pokok pikiran yang paling sedikit memuat:

a. subyek perjanjian kerja sama;

b. obyek perjanjian kerja sama;

c. tujuan dan sasaran kualitatif dan kualtitatip
yang akan dicapai dalam perjanjian kerja
sama;

d. kegiatan yang akan menjadi ruang lingkup
perjanjian kerja sama;

e. tanggung jawab, hak dan kewajiban para pi-
hak dalam perjanjian kerja sama;

f. jangka waktu dan rancangan jadwal pelaksa-
naan perjanjian kerja sama; '

g. sanksi bagi para pihak yang mengingkari kes- |
epakatan dalam perjanjian kerja sama; dan

h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 16

Dalam mempersiapkan kerja sama pelaksanaan

transmigrasi antar pemerintah daerah provinsi:

a. pemerintah daerah provinsi tujuan harus
mengikutsertakan pemerintah daerah kabu-
paten/kota yang wildyahnya dikembangkan
kawasan transmigrasi; dan

b. pemerintah daerah provinsi asal harus mengi-
kutsertakan pemerintah daerah kabupaten/
kota yang potensial menindaklanjuti perjanjian
kerja sama.

Selain mengikutsertakan pemerintah daerah ka-

bupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pemerintah daerah provinsi dapat meminta

pendapat dari pakar, tokoh masyarakat, Menteri

dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga Non Kemen-
terian Terkait.

Pasal 17
Dalam mengikutsertakan pemerintah daerah ka-
bupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat {1) huruf a, pemerintah daerah provinsi
tujuan harus memperhatikan aspirasi masyara-
kat dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang
wilayahnya dikembangkan kawasan transmigrasi.
Aspirasi m:asyarakat dan pemerintah daerah kabu-
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(n

(2)

(3)

{(n

(2)

paten/kota yang harus diperhatikan sebagaiman

dimaksud pada ayat {1} menyangkut aspirasi ten-

tang:

a. jumlah transmigran yang dihadirkan; dan

b. hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemer-
intah daerah kabupaten/kota yang bersangku-
tan.

Pasal 18
Dalam mengikutsertakan pemerintah daerah ka-
bupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) huruf b, pemerintah daerah provinsi
asal harus membahas bersama pemerintah daerah
kabupaten/kota di wilayahnya yang akan menjadi
subyek kerja sama untuk menetapkan SP, dan/
atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam KPB
tujuanperpindahan serta alokasi jumlah perpinda-
han transmigran dari masing-masing daerah ka-
bupaten/kota asal.
Dalam proses pembahasan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) Direktur Jenderal yang me-
nyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan
transmigrasi antar pemerintah daerah pada Ke-
menterian Desa, Pembangunan Daerah Terting-
gal, dan Transmigrasi memberikan bimbingan,
mediasi, dan fasilitasi.
Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} pemerintah daerah provinsi asal
menetapkan tentatif SP, dan/atau Pusat SKP,
dan/ataupermukiman dalam KPB tujuanserta alo-
kasi jumlah perpindahan transmigran dari masing
daerah kabupaten/kota asal yang akan bekerja
sama.

Pasal 19

Tentatif SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atauper-
mukiman dalam KPB tujuan serta alokasi jumlah
perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (3} disampaikan oleh pemerintah daerah
provinsi asal kepada pemerintah daerah provinsi
tujuan calon subyek kerja sama dengan memberi-
kan tembusan kepada Direktur Jenderal yang me-
nyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan
transmigrasi antar pemerintah daerah pada Ke-
menterian Desa, Pembangunan Daerah Terting-
gal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan tentatif SP, dan/atau Pusat SKP,
dan/ataupermukiman dalam KPB tujuanserta alo-

(3)

(1}

(2)

kasi jumlah perpindahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pemerintah daerah provinsi tujuan |

melakukan pembahasan dengan pemerintah dae-
rah kabupaten/kota yang akan menjadi subyek
perjanjian kerja sama.
Dalam proses pembahasan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) Direktur Jenderal yang me-
nyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksanaan
transmigrasi antar pemerintah daerah pada Ke-
menterian Desa, Pembangunan Daerah Terting-
, dan Transm|graS| memberikan bimbingan,
meduasn dan fasilitasi.

Pasal 20

Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) menghasil-

kan kesepakatan mengenai tentatif SP, dan/atau

Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB

tujuan serta alokasi jumlah perpindahan, pemer-

intah daerah provinsi tujuan menyampaikan ke-
pada pemerintah daerah provinsi asal untuk ditin-
daklanjuti dengan perjanjian kerja sama dengan
memberikan tembusan kepada Direktur Jenderal
yang menyellenggarakan fungsi kerja sama pelak-
sanaan transmigrasi antar pemerintah daerah
pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmlgrasq

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. pemerintah daerah provinsi yang menjadi sub-
yek kerja sama;

b. urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan
transmigrasi yang menjadi cbyek kerja sama
antar pemerintah daerah provinsi;

¢. ruang lingkup kerja sama;

d. tentatif SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau-
permukiman dalam KPB tujuan, pemerintah
daerah kabupaten/kota yang akan menjadi
subyek kerja sama, dan alokasi jumiah perpin-
dahan dari masing-masing daerah kabupaten/
kota;

e. tanggung jawab, hak dan kewajiban para pi-
hak;

f. sanksi bagi para pihak.yang mengingkari kes-
epakatan dalam perjanjian kerja sama;

g. jangka waktu dan jadwal pelaksanaan kerja
sama;

h. pengakhiran kerja sama;
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

PEMGUAMUMAR

i. keadaan memaksa; dan

J- penyelesaian perselisihan.

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menggunakan format tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditan- |

datangani oleh Gubernur provinsi tujuan dan Gu-
bernur provinsi asal serta disyahkan oleh Menteri.
Penandatanganan perjanjian sébagaimana dimak-
sud pada ayat (3) dilaksanakan di ibukota daerah
provinsi atau di ibukota Negara atau tempat lain
yang disepakati para pihak.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan dasar perjanjian kerja sama pelaksa- |

naan transmigrasi antar pemerintah daerah kabu-

paten/kota di wilayah daerah provinsi yang ber- |

sangkutan.

Pasal 21

Dalam mempersiapkan perjanjian kerja sama

pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah dae-

rah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat {2): '

a. pemerintah daerah kabupaten/kota asal dan
pemerintah daerah kabupaten/kota tujuan
melakukan pembahasan detail urusan pemer-
intahan di bid‘ang transmigrasi yang akan
menjadi obyek kerja sama;

b. pokok bahasan detail tentang urusan pemerin-
tahan di bidang transmigrasi yvang akan men-
jadi obyek kerja sama paling sedikit bersum-

ber dari dokumen lengkap RKT, Rencana Rinci -

SKP atau RD-KPB, dan RTSP atau RT Pusat;
dan
C. pemerintah daerah provinsi masing-masing

dan Direktur Jenderal yang menyelenggara- |

kan fungsi kerja sama pelaksanaan trans-
migrasi antar pemerintah daerah melakukan

fasilitasi dan mediasi untuk merumuskan sub- |

stansi perjanjian kerja sama.
Kesepakatan dalam mediasi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam nas-
kah perjanjian kerja sama antar pemerintah dae-
rah kabupaten/kota.
Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} paling sedikit memuat:

a. nama SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atauper- |

mukiman dalam KPB yang menjadi obyek ker-

(4)

(5)

(1)

ja sama dilengkapi dengan informasi tentang |

letak administratif dan letak teknis yvang ditu-
angkan dalam peta berskala sesuai denganke-
tentuan peraturan perundang-undangan:;

b. gambaran obyektif tentang kondisi SP, dan/
atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam
KPB yang dikerja samakan:

¢. standar kompetensi SDM transmigran yang
diperlukan di SP, dan/atau Pusat SKP, dan/

ataupermukiman dalam KPB yang di kerja sa- |

makan;

ruang lingkup kegiatan yang dikerja samakan;
kewenangan, hak dan kewajiban para pihak;
pembiayaan;

sanksi bagi para pihak yang mengingkari per-
janjian kerja sama;

h. jangka waktu kerja sama:;

i. pengakhiran kerja sama;

j- keadaan memaksa; dan

k. penyelesaian perselisihan.

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) menggunakan format tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan ditan-
datangani oleh Bupati/Walikota tujuan dan Bupa'-
ti/Walikota asal.

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) merupakan dasar:

@ ~0oa

a. pelaksanaan pembangunan fisik SP, dan/atau

Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB
yang di kerja samakan, fasilitasi perpindahan

dan penempatan transmigran, serta pengem- |
bangan pengembangan SP, dan/atau Pusat

SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang

di kerja samakan;

b. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan
oleh para pihak; dan

c. penyelesaian masalah.

Bagian Kedua
Kerja sama Pelaksanaan Transmigrasi antar
Pemerintah Daerah dalam Satu Provinsi
Pasal 22
Kerija sama pelaksanaan transmigrasi antar
pemerintah daerah dalam satu provinsi dapat dip-
rakarsai oleh:
a. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
b. pemerintah daerah provinsi.




(2)

(1)

(2)

(2}

(1)

Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Di-
rektur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi
kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemer-
intah daerah pada Kementerian Desa, Pembangu-
nan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat
memprakarsai kerja sama untuk kepentingan ter-
tentu'skala nasional.

Pasal 23

Dalam hal kerja sama diprakarsai oleh pemerin-
tah daerah kabupaten/koia sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 22 ayat {1) huruf a, pemerintah
daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan ren-
cana kerja sama secara tertulis kepada pemerin-
tah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabu-
paten/kota yang akan menjadi subyek kerja sama
mengenai obyek perjanjian kerja sama.

Dalam hal kerja sama diprakarsai oleh pemerin-
tah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat {1) huruf b, pemerintah daerah
provinsi wajib menyampaikan rencana kerja sama
secara tertulis kepada pemerintah daerah kabu-
paten/kota yang akan menjadi subyek kerja sama
mengenai obyek perjanjian kerja sama.

Pasal 24

Dalam proses penyampaian prakarsa kerja sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 avyat (1)
pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan
dan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan
fungsi kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar
pemerintah daerah pada Kementerian Desa, Pem-
bangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
melakukan mediasi persiapan kerja sama.

Dalam proses penyampaian prakarsa kerja sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
pemerintah daerah provinsi harus membahas ber-
sama dengan pemerintah daerah kabupater/kota
yang wilayahnya dikembangkan kawasan trans-
migrasi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
asal di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Pasal 25 .
Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 sepakat untuk bekerja sama
dalam pelaksanaan transmigrasi, rencana kerja
sama di tindaklanjuti dengan penyusunan rancan-
gan perjanjian kerja sama.

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH . -

(2)

{1)

(2)

Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam pokaok- |

pokok pikiran yang paling sedikit memuat:

a. Subyek perjanjian kerja sama;

b. Obyek perjanjian kerja sama;

c. Tujuan dan sasaran kualitatif dan kualtitatip

vang akan dicapai dalam perjanjian Kkerja |

sama;

d. Kegiatan yang akan menjadi ruang lingkup
perjanjian kerja sama;

e. Tanggung jawab, hak dan kewajiban para pi-
hak dalam perjanjian kerja sama;

f. Jangka waktu dan rancangan jadwal pelaksa- |

naan perjanjian kerja sama;

g. Sanksi bagi para pihak yang mengingkari kes- |

epakatan dalam perjanjian kerja sama; dan
h. Penyelesaian perselisihan.

Pasal 26
Dalam proses pembahasan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal.24 ayat (2) menghasilkan kes-
epakatan mengenai SP, dan/atau Pusat SKP, dan/
atau permukiman dalam KPB tujuan serta alokasi

- jumlah perpindahan, pemerintah daerah provinsi

menyampaikan kepada pemerintah daerah kabu-
paten/kota yang bersangkutan untuk ditindaklan-
juti dengan perjanjian kerja samadengan mem-
berikan tembusan kepada Direktur Jenderal yang
menyelenggarakan fungsi kerja sama pelaksa-
naan transmigrasi antar pemerintah daerah pada

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ter-

tinggal, dan Transmigrasi.

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) paling sedikit memuat:

a. nama SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau per-
mukiman dalam KPB yang menjadi obyek ker-
ja sama dilengkapi dengan informasi tentang
letak administratif dan letak teknis yang di-
tuangkan dalam peta berskala sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. gambaran obyektif tentang kondisi SP, dan/
atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam
KPB yang dikerjasamakan;

c. standar kompetensi SDM transmigran yang
diperlukan di SP, dan/atau Pusat SKP, dan/
atau permukiman dalam KPB yang di kerja sa-
makan;

d. ruang lingkup kegiatan yang dikerja samakan;
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e. kewenangan, hak dan kewajiban para pihak;
f. pembiayaan;

' |
g. sanksi bagi para pihak yang mengingkari per- |

janjian kerja sama;
h. jangka waktu kerja sama;
i. - pengakhiran kerja sama;
j- keadaan memaksa; dan
k. penyelesaian perselisihan.
Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat {3).
Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat {4) merupakan dasar:

(3)

L (4)

Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB

vang di kerjasamakan, fasilitasi perpindahan |
dan penempatan transmigran, serta pengem- |

bangan pengembangan SP, dan/atau Pusat
SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang
di kerjasamakan;

b. pemantavan dan pengendalian pelaksanaan
oleh para pihak; dan

c. penyelesaian masalah.

Pasal 27
Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja
sama, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerin-
tah daerah kabupaten/kota dapat meminta pendapat
dari pakar, tokoh masyarakat, DPRD, Menteri dan
Menteri/Pimpinan Lembaga Non Kementerian terkait.

Pasal 28
Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama,
pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah
kabupaten/kota dapat memberikan kewenangan kepa-
da Kepala Satuan Perangkat Daerah atau kepala unit
kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang transmigrasi yang bersangkutan berkoordinasi |

dengan Kepala SKPD atau kepala unit kerja terkait.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

{1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan |

kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar pemer-
intah daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1)} dilaksanakan oleh Direktur

L (3)

(4)

| (6}
a. pelaksanaan pembangunan fisik SP, dan/atau |

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemer-
intahan di bidang transmigrasi pada Kementeri-
an Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) mencakup pembinaan dan
pengawasan oleh pemerintah pusat terpadap pe-
nyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
ketransmigrasian oleh daerah provinsi.

Gubernur melakukan pembinaan dan penga-
wasan kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar
pemerintah daerah kabupaten/kota di daerahnya.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana di-
maksud pada ayat (4) mencakup pembinaan dan
pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pe-
nyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
ketransmigrasian oleh daerah kabupaten/kota
yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat.

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas peny-
elenggaraan urusan pemerintahan di bidang ket-
ransmigrasian di daerahnya.

Dalam melaksanakan tanggung jawab atas pe-
nyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang

ketransmigrasian di daerahnya sebagaimana di-

maksud pada ayat (6) Bupati/Walikota melakukan

pembinaan dan pengawasan kerja sama pelaksa-

naan transmigrasi di daerahnya.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 30
Pendanaan perjanjian kerja sama pelaksanaan
transmigrasi antar pemerintah daerah dilak-
sanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien,
akuntabel, transparan dan berkelanjutan.
Pendanaan perjanjian kerja sama pelaksanaan
transmigrasi antar pemerintah daerah sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran
Pendapatan Belanja Negara, dan/atau sumber lain
yang sah dan tidak mengikat.
Pengelolaan dana perjanjian kerja sama pelaksa-
naan transmigrasi antar pemerintah daerah seb-
agaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB VI

SANKSI

Pasal 31
{1) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 14 ayat (4) huruf g, Pasal 19 ayat (2) huruf

f, dan Pasal 20 ayat {3) huruf g ditetapkan ber-

dasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

: {2} Dalam hal terdapat pihak dalam kerja sama pelak-

sanaan transmigrasi antar pemerintah daerah ti-
dak dapat memenuhi kewajiban yang disepakati
dalam perjanjian, Menteri dapat membatalkan
. perjanjian kerja sama;

(3} Pembatalan perjanjian kerja sama sebagaimana
: dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus atau
membebaskan dari kewajiban yang belum disele-
saikan;

BAB Vil
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 32
{1} Penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerja

sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah

daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi merupakan tanggung jawab Gubernur
yang- bersangkutan sebagai wakil Pemerintah.

{2} Penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerja

sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerin-
tah daerah kabupaten/kota yang berbeda daerah
provinsi merupakan tanggung jawab bersama Gu-
: bernur masingmasing secara terpadu.

i (3) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan,
penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Men-
teri.

| {4) Penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerja
: sama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah

daerah provinsi merupakan tanggung jawab Men- |

teri.

(5) Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Menteri
dapat berkoordinasi dengan Menteri yang me-
nyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

dalam negeri.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku::

a. Kerja sama antar daerah dalam pelaksanaan trans-
migrasi yang dilaksanakan berdasarkan pedoman
KSAD yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Mobilitas Penduduk Tahun 2003 tetap dilanjut-
kan sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

b. Kerja sama pelaksanaan transmigrasi antar

pemerintah daerah yang ditandatangani setelah

tanggal 1 Januari 2017 dilaksanakan sesuai den-

gan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

! Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-

nesia.
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pada tanggal 24 Juli 2017
MENTERI DESA, .
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